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INTISARI 

 

Larasita merupakan program BPN RI yang bertujuan untuk mendekatkan 

pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dimana BPN RI lebih pro aktif terhadap 

masyarakat. Banyaknya kendala menyebabkan pelaksanaan Larasita di daerah 

tidak begitu maksimal. Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan Larasita di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan Larasita di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tabanan diindikasikan sebatas legalisasi aset, belum bisa 

memenuhi tugas dan fungsi Larasita yang lain. Untuk itu diadakan evaluasi 

terhadap pelaksananaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan 

dengan lokasi studi di Desa Batannyuh yang dilaksanakan pada Tahun 2009. 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini melalui : (a) wawancara yang ditujukan 

kepada : pimpinan Kantor Pertanahan, Koordinator tim Larasita, anggota tim 

Larasita, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Larasita. (b) 

dokumentasi dengan mengumpulkan, mempelajari, dan meneliti benda-benda 

tertulis seperti : catatan harian, arsip, buku, peraturan, dan laporan rutin yang 

diperoleh dari pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan. 

Sumber data penelitian yaitu (a) data primer berupa : Pelaksanaan kegiatan 

Larasita, Persepsi pejabat dan tim Larasita, Persepsi masyarakat terhadap Larasita, 

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Larasita, Proses legalisasi aset 

melalui Larasita. (b) data sekunder berupa : Struktur organisasi Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tabanan, Tahapan kegiatan legalisasi melalui larasita dan secara rutin, 

Susunan tim pelaksana Larasita, Kebijakan-kebijakan tertulis pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tabanan yang berkaitan dengan Larasita, Sarana 

penunjang pelaksanaan Larasita dan pemanfaatannya, dan Hasil akhir dari 

kegiatan Larasita pada tahun 2009. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis 

dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, pelaksanaan Larasita di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan khususnya di Desa Batannyuh belum 

optimal dan dapat digambarkan : (a) Kegiatan Larasita di Kabupaten Tabanan 

sebatas pada pelaksanaan kegiatan front office dan pengukuran lapangan. (b) 

Pelayanan pertanahan melalui Larasita dilakukan secara offline karena tidaknya 

sinyal internet dilapangan (c) Terdapat kendala dalam pelaksanaan Larasita yaitu 

menyangkut aturan mengenai anggaran operasional, terbatasnya ketersediaan 

sumber daya manusia, dan keterbatasan penggunaan teknologi. Kedua, Perbedaan 

legalisasi aset tanah masyarakat melalui Larasita dengan legalisasi aset tanah 

masyarakat secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan hanya terdapat 

pada kegiatan front office.  Pada kegiatan Larasita, petugas mengambil berkas 

permohonan yang telah disiapkan Tim Kecil di kantor desa/kecamatan untuk 

diproses sesuai dengan kegiatan rutin di kantor pertanahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) 

merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas 

melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat. BPN RI 

dituntut untuk mampu melanyani masyarakat di bidang pertanahan. Upaya 

peningkatkan pelayanan kepada masyarakat terus dilakukan. Peningkatan 

pelayanan pertanahan dimaksudkan untuk melayani masyarakat secara 

maksimal dengan menepis anggapan bahwa pelayanan pertanahan tersebut 

mahal, berbelit-belit, lambat, tidak ramah, tidak transparan, dan tidak 

profesional. Sesuai dengan pidato Presiden pada tanggal 16 Desember 2008 

yang bertempat di pelataran Candi Prambanan, BPN RI memiliki prioritas 

utama yaitu: Reforma Agraria, penyelesaian konflik Agraria, penyelesaian 

persoalan tanah terlantar  distribusinya kepada rakyat dan percepatan 

sertipikasi. Mengacu pada pidato Presiden tersebut maka diresmikanlah suatu 

program yang bertajuk percepatan sertipikasi tanah yang lebih dikenal dengan 

program Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (Larasita). Larasita 

mendukung 11 (sebelas) agenda BPN RI yang salah satu isinya yaitu 

meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta seritipikasi tanah 

secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Larasita diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional.  
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Dukungan dari pemerintah sangatlah tinggi untuk program 

Larasita. Dukungan pemerintah ditujukkan dengan pemberian dana melalui 

APBN untuk menyediaan fasilitas Larasita. Dukungan tersebut tidak hanya 

datang dari pemerintah saja, melainkan juga dari Bank Dunia yang dibuktikan 

dengan undangan resmi dari Bank Dunia kepada BPN RI untuk memaparkan 

segenap keberhasilan kerja BPN RI di Washington DC (http://www.kpa.or.id). 

Larasita merupakan program BPN RI yang bertujuan untuk 

mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, dimana BPN RI lebih 

pro aktif terhadap masyarakat. Melalui Larasita, sertipikasi tanah 

menggunakan sistem jemput bola yaitu dengan mobil yang akan menjangkau 

rakyat. Jika wilayah tersebut tidak dapat dijangkau dengan mobil maka akan 

menggunakan sepeda motor. Bahkan Kepala BPN RI berjanji apabila wilayah 

tersebut tidak bisa dijangkau dengan sepeda motor maka pegawai BPN RI 

akan siap berjalan kaki untuk melayani masyarakat dalam pensertipikatan 

tanah ( http://www.kpa.or.id). Larasita merupakan kantor pertanahan bergerak 

yang mempunyai tugas dan fungsi sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku 

pada kantor pertanahan, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan. 

Dengan adanya Larasita diharapkan BPN RI dapat secara langsung melayani 

masyarakat yang lokasinya sangat jauh dengan kantor pertanahan. Program 

Larasita diharapkan mampu membantu penyelengaraan program kantor 

pertanahan untuk percepatan pendaftaran tanah sekaligus sertipikasi tanah. 

Presiden RI sangat mendukung sistem jemput bola yang diterapkan 

dalam Larasita karena mampu mengatasi praktek percaloan sertipikat tanah. 
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Calo dalam sertipikasi tanah tersebut yang akan menghambat percepatan 

sertipikasi tanah yang dicanangkan pemerintah. Ketika tidak mungkin untuk 

mendirikan kantor pertanahan di tingkat desa, maka Larasita menjawab semua 

itu. Melalui Larasita diharapkan BPN RI mampu membangun kepercayaan 

masyarakat dalam pelayanan pertanahan.  

Menurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Larsita, Larasita mempunyai mekanisme sebagai berikut :(1) Menyiapkan 

masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma agraria), 

(2) Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dibidang 

pertanahan, (3) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar,       

(4) Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan 

bermasalah, (5) Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin 

diselesaikan di lapangan, (6) Menyambungkan program BPN RI dengan 

aspirasi yang berkembang di masyarakat, (7) Meningkatkan dan mempercepat 

legalisasi aset tanah masyarakat. Kegiatan Larasita yang dilaksanakan pada 

masing-masing kantor pertanahan mempunyai tujuan sebagai berikut :          

(1) Mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat sehingga masyarakat 

dapat lebih mudah mendapatkan   pelayanan dan informasi pertanahan,         

(2) Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat saat mendaftar dan 

mengambil sertipikat, (3) Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang 

berkaitan dengan pelayanan pertanahan yang disinyalir sebagai salah satu 

bagian yang turut merusak citra BPN RI, (4) Memberikan kepastian pelayanan 

pertanahan yang bertanggung jawab. 
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Sebenarnya Larasita sudah dirintis pertama kali oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan 

pelayanan pertanahan dengan komputerisasi atau Land Office 

Computerization (LOC) sejak tahun  2002. Larasita kemudian diresmikan oleh 

Kepala BPN RI pada tahun 2006. Larasita sangat mendapat dukungan 

sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten 

Karanganyar. Pada APBD tahun anggaran 2006 disediakan dana untuk 

membangun Larasita. Selanjutnya Larasita diujicobakan di 14 kabupaten/kota. 

Dari hasil uji coba, Larasita mampu memangkas aktivitas percaloan dan 

meringankan beban masyarakat. Hingga akhir tahun 2008, Larasita di 

kembangkan di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Pada 

tahun 2009 menambah jangkauan di 134 kabupaten/kota. Pada akhir tahun 

2009 hampir 60 persen wilayah Indonesia sudah terjangkau oleh program 

Larasita. Pada akhir tahun 2010 diharapkan seluruh wilayah Indonesia telah 

dijangkau oleh Larasita ( http://www.kota-tegal.bpn.go.id). 

Larasita dilaksanakan oleh suatu tim Larasita yang dibentuk di 

kantor pertanahan. Tim Larasita telah memiliki jadwal untuk berkunjung ke 

masing-masing kelurahan. Susunan tim Larasita telah diatur dalam Lampiran I 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009. Setiap 

kantor pertanahan berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya 

dalam pelaksanaan Larasita. Keseriusan pelaksanaan Larasita merupakan 

modal awal untuk mencapai suksesnya pelaksanaan Larasita oleh kantor 

pertanahan. Masyarakat sangat merasa senang mengurus sertipikat melalui 
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Larasita dikarenakan proses yang tidak berbelit-belit, murah, dan cepatnya 

proses pengurusan sertipikat itu sendiri. Seperti yang dialami oleh seorang 

anggota masyarakat di wilayah kerja BPN RI Kota Bandung. Anggota 

masyarakat tersebut mendaftarkan tanahnya pada bulan November 2008 

seluas  181 m², pada bulan Maret tahun 2009 didatangi petugas dari Kantor 

Pertanahan Kota Bandung. Penyelesaian sertipikat tersebut kurang dari 4 

bulan, tidak memakan waktu lama seperti anggapan masyarakat sebelumnya  

(http://www.anisavitri.wordpress.com). Di Jawa Tengah, Gubernur Jawa 

Tengah sangat mendukung Larasita karena layanan pertanahan jadi lebih 

efisien dan efektif. Apabila dilaksanakan dengan baik, Larasita mampu 

mengawal pengelolaan tata ruang sehingga dapat menghindari alih fungsi 

lahan produktif menjadi perumahan atau kawasan industri (http://www.kota-

tegal.bpn.go.id).  

Pelaksanaan Larasita di daerah menemui banyak kendala yang 

diakibatkan oleh berbagai hal. Salah satu contohnya di Kabupaten Pacitan, 

Larasita hanya dilakukan pada ranah kegiatan legalisasi aset pertanahan saja. 

Ranah kegiatan Larasita mulai dari tugas pertama sampai dengan keenam 

sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 belum dapat 

dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung. Artinya 

Larasita menemui banyak kendala yang bersifat teknis, yuridis, maupun 

administratif (I Gst Nyoman Guntur dkk, 2010:45). 

Hal tersebut juga dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tabanan Provinsi Bali dalam melaksanakan Larasita. Pada awal 
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pelaksanaannya, Larasita di Kabupaten Tabanan khususnya di Desa 

Batannyuh menemui banyak kendala yang hampir sama dengan pelaksanaan 

di Kabupaten Pacitan. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali 

telah melaksanakan Larasita yang dimulai dengan sosialisasi di sepuluh 

kecamatan. Kegiatan Larasita dimulai sejak bulan April 2009. Pelaksanaan 

Larasita di Kabupaten Tabanan menyelesaikan sebanyak 343 bidang sertifikat 

yang tersebar di delapan kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tabanan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2009. 

Pada Tahun 2010 Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan mentargetkan 1.000 

sertipikat dari pelaksanaan Larasita. Target ini didasarkan atas masih 

diprosesnya 573 sertipikat hak atas tanah sampai dengan bulan Agustus 2010 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan melalui Larasita 

(http://www.tabanankab.go.id). 

Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan Larasita di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tabanan. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tabanan diindikasikan sebatas legalisasi aset saja. Banyak kendala 

dihadapi dalam melaksanakan Larasita di Kabupaten Tabanan. Untuk itu 

diadakan evaluasi terhadap pelaksananaan Larasita khususnya dalam 

meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.  

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “EVALUASI PELAKSANAAN LARASITA DI 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI 

(Studi di Desa Batannyuh Kecamatan Marga) ” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tabanan? 

2. Bagaimanakah perbedaan proses legalisasi aset melalui Larasita dengan 

proses legalisasi aset secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tabanan? 

C. Batasan Penelitian 

1. Pelaksanaan Larasita yang diteliti adalah pelaksanaan Larasita Tahun 

2009. 

2. Pelayanan pertanahan dibatasi pada jenis pelayanan Legalisasi aset 

pertanahan khusus pendaftaran tanah pertama kali.   

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Larasita pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tabanan. 

b. Untuk mengetahui perbedaan proses legalisasi aset melalui Larasita 

jika dibandingkan dengan proses legalilasi secara rutin di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tabanan. 

2 Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah kajian tentang mekanisme pelayanan umum kepada 

masyarakat. 

b. Diharapkan bisa digunakan sebagai masukan kepada BPN RI 

umumnya dan kantor pertanahan kabupaten/kota pada khususnya. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

1. Pelaksanaan Larasita di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan 

khusunya di Desa Batannyuh belum optimal dan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Kegiatan Larasita di Kabupaten Tabanan sebatas pada pelaksanaan 

kegiatan front office dan pengukuran lapangan. 

b) Pelayanan pertanahan melalui Larasita hanya dapat dilakukan 

secara offline karena tidak  adanya jaringan  internet di Desa 

Batannyuh. 

c) Adanya kendala dalam pelaksanaan Larasita yaitu menyangkut 

aturan mengenai anggaran operasional dan terbatasnya ketersediaan 

sumber daya manusia. 

2. Perbedaan proses legalisasi aset tanah melalui Larasita dengan 

legalisasi aset tanah secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tabanan terdapat pada proses berkas di front office dan pengukuran 

oleh petugas ukur Larasita. Pada kegiatan Larasita, petugas mengambil 

berkas permohonan yang telah disiapkan Tim Kecil di kantor 

desa/kecamatan untuk diperoses sesuai dengan kegiatan rutin di kantor 

pertanahan, sedangkan pada kegiatan legalisasi aset tanah secara rutin 
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masyarakat harus datang sendiri ke kantor pertanahan untuk mengurus 

berkas permohonannya.  

 

B. Saran 

1. Anggaran untuk Tim Kecil dan Operasional kegiatan Larasita perlu 

dituangkan dalam DIPA oleh pemerintah pusat. 

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan perlu melaksanakan penguatan 

kelembagaan seperti : 

a) Perlu adanya penyempurnaan aturan di tingkat kantor pertanahan 

(petunjuk intern) selain dikarenakan Keputusan Kepala Kantor 

yang mendahului Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, 

juga untuk memperjelas tugas dari Tim Operasional Lapang 

Kegiatan Larasita dan penganggaran biaya operasional dalam 

DIPA Kantor Pertanahan. 

b) Perlu dibentuk lebih dari satu tim pelaksana Larasita di tingkat 

kabupaten. 

c) Perlu penyempurnaan sistem teknonogi yang digunakan dan jika 

dimungkinkan tidak hanya menggunakan satu provider jaringan 

komunikasi agar pendaftaran berkas dapat dilakukan secara online. 
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